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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA INEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REPUBLIK INDONESEA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Remnkt’k indonesia Tahun
1243, Pemerintah menyusun Acgzgaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahur \iggaran 2005,

bahwa APBN Tahun Argsaran 2005 disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelevg.araan pemerintahan Negara dan
kemampuan dalom wenghimpun pendapaian Negara;

bahwa penyiwunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman
pada rencina kerja pemerintah tahun 2005 dalam rangka
mempercepat reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2005,

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dui ayat (4), dan Pasal 23

ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahgn Lemba:an Negara Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-lndang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3985);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 fentang Bank
Indonesia (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 1299
Nomor 66, Tambahan Lernbatan Negara Nomor 3843}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nemor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 999 teniar Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat day Daerah {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 12v¢ Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3548,

Undang-Undang MNomor 18 ‘rahun 2001 tentang QOtonomi
¥husus bagi Provinsi Dacrah lstimewa Aceh sebagal Provinsi
Nanggroe Acch Darvussalam (Lembaran Negara Republik
{ndonesia Takun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 41 34);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4131);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 fentang Surat Utang
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomot 4286,

g, Undang-Undang ...
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9, Undang-Undeng Nomor . 1 Tahun 2004 teniang
Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2004 Nomoer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan ‘Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
EWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIA INDONESILA
DAN
PRESIDEN REPUBLL INDONESIA

MEMLUITUSKAT:
Menctapkan ; UNDANG-UNUANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1
Datam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan
negara yang berasal dar penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri
dan luar negeri.

2. Penerimasn perpajakan acalah serua penerimaan yang terdiri
dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

3. Pajak dalam negeri zlah scmua percrimaan negara yang
berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai
parang dan jasa dan pajak per;jualan atas barang mewah,
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai, dan pajak lainnya.

4, Pajak ...
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Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan
ekspor.

B st

Penerimaan negera bukan pajak adalah semua penerimaan
yang diterima negara dalam bentuk pencrimaan dari sumber
daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik
negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swas;a Julam negeri serta sumbangan

lembaga swasta dan pemerintah luar negeri,

Belanja negara odalzi semua pengeluaran negara yang
digunakan untvk membiayai belanja pemerintah pusat dan
belanja uniu’ rlaerah.

Belania remerintah pusat menurut organisasi aaalah semua
penssiuaran negara yang dialokasikan kepada kementerian
negara/lembaga, sesuai Jefigan program-program yang akan
dijalankan.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua
pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban
dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup,
fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi keschatan,
fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial,

10, Belanja pemerintah pusat menurul jenis adalah semua

pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayal belanja
pezawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga

utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-
lain. e

11. Belanja ..
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Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk tﬁembiayai kompensasi dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat,
pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang
bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan deagan pembentukan modai.

Belanja barang adalah semua penge]ua}:nn negara yang
digunakan uniuk membiayai pembelian tavang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barzr; dan jasa, baik yang
dipasarkan maupun yang tidak dip.s.:kan.

Belanja modal adalah semng pengeluaran negara yang
dilakukan dalam rangka v:meentukan modal dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan,
serta dalam bentuk fiz'k lainnya.

Pemibayaran bunza utang adalah semua pengeluaran negara
yang digunakan yuntuk pembayaran  atas  kewajiban
pengzunaan pokok utang (principal guistanding), baik utang
dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung
berdasarkan posisi pinjamah; ~

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga  yang memproduksi,  menjual,
mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa,
sehingga harga juainya dapat dijangkau oleh masyarakat.

. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam beniuk

transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada nesira
lain atau kepada organisasi internasional.

17 Bantuan ...
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Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam
bentuk fransfer uahgybarang yang diberikan kepada
masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko

sosial,

Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja
pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 11
sampai dengan angka 17, dan dana cadargan unium.

Belanja untuk daerah adalah semua rergeludran negara untuk
membiayai dana perimbangan setia dana otonomi khusus dan

penyesuaian,

Dana perimbangan adafai: semua pengeluaran negara yang
dialokasikan kepada Jacrah untuk membiayai kebutuhan
dacrah dalam rm;gka"iiaﬁksanaan desentralisasi, yang terdiri
atas dana bsgi hasil, dana alokasi umum, dan dana alckasi
khusus, scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak
pumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunarn, dan penerimaan sumber daya alam, scbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun (999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah, serta bagian dacrah atas Pajak Penghasilan Pasal
25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang-Zajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor
17 Tahun 2000,

22.Dana ...
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Dana alckasi umum adalah semua pengeluaran negara yang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai
kebutuhan khusus, sshagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1939 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Da srah.

Dana olonotti khusus dan penvesuaian adalah dana yang
dialokasikan untuk men:_l{;;;ya; j;2laksanaan otonomu khusus
suatu daerah, sebagaiman: “Utetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001 we;,1ang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh scbagai Provinsi Nanggroc Aceh
Darussalam, Uactang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenfang
Otonomi Fhusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk
beberapa daerah, serta untuk mcmbiayal pos anggaran
tertentu  dalam belanja daerah apabila ada kebijakan
pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran fersebut.

Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan
program-program pembangunan pada akhir tahun anggaraz.

Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara
realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang
terjadi. .

Pembiayaan adalah seliap penerimaan yang perlu dibayar
kemball dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersanghkutan maupun tahun-

tahiun anggaran berikutnya.

28, Pembiayaan ...
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Pembiayaan dalam negert-afalah semua pembiayaan yang

berasal - dari perbankan dalam nr:geri; hasil privatisasi,
penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN}, dan surat utang negara.

Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiash maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya,
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negary.

Pembiayaan huar negeri bersih acis'sn semua pembiayaan yang
berasal dari penarikan utary/pinjaman luar negeri yang
terdiri dart pinjaman prugram, pinjaman proyek, dan
penerbitan  obligesi mf€iflasiona!, dikurangi dengan
pembayaran cicilar, pokok utang/pinjaman iuar negeri.
Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman
luar neger: dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta
pinjaman yang dapat dirupiahkan.

Finjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar
negeri di luar pinjaman program.

Tahun Anggaran 2005 metiputi masa 1 (satu) tahun mulai

dari tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
2008,

Pasal 2

Anggaran Pendapalan Negera<dan Hibah Tahun Anggaran
2005 dipercleh dart sumber-sumber:

a. Penerimaan perpajakan;

b. Penerimaan negara bukan pajak;

c. Peneritnaan hibah.

(2} Penerimaan ...
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Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan sebesar Rp297.844.130,000.000,00 {(dua
ratus sembiian puluh tujuh $ediun delapan ratus empat puluh
empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (I} huruf b ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00
(delapan pului satu triliun fujubh ratus delapan putuh tiga
miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ ditetapkan sebesar Rp750.000.000.00C,00 (tujuh ratus lima
puluh miliar rupiah).

Jumlah anggaran pendapatsr negara dan hibah Tzhun
Anggaran 2005 sebagaitoana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3}, dan avar (43 ditetapkan sebesar
Rp380.377.130.922.000,00 {tiga ratus delapan puluh triliun
tiga ratus tujek puluh tujdh~“miliar seratus tiga puluh juta
sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Paszal 3

Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri;

b. Pajak perdagangan internasional,

Penerimaan pajak dalam negeri sebagainiana dimaksud pada
ayat {1 huruf a ditetapkan sebesar
Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima
triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga
puluh juta rupiah), .

]

{3) Penerimaan ...
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Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana
dimaksud pada ' ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
Rp12.362.700.000.000,00 (dua belas trilian tiga ratus enam
puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan  Tahun Anggaran 2003
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan .ayat (3)
dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimina dimaksud dalam
Pasal Z ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan sumber daya alan:

b, Bagian pemerintah atas labr tedan ussha milik negara,

¢. Penerimaan negara buks . pojak lainnya.

Penerimaan sumber days alam sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a ditolupkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00
(lima puluh trilan sembilan ratus empat puluh satu miliar
empat ratus juta rupiah).

Bagian pemeriniah atas laba badan usaha milik negara
sebagaimana dimaksud pada avat (I} huruf b ditetapkan
sebesar Rp10.391.303.000.000,00 (sepufuh triliun lima ratus
sembilan puluh satu miliar tiza ratus tiga juta rupiah).
Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar
Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua ratus lima
puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan
ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran
2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

e Pasal 35 ..


http://www.legalitas.org

www.legalitas.org

(1

(2)

(3

(4)

(1)

(2}

=3

PRESIDEN
REPUALIK INDOMNESIA

. 11 _
Fasal 5

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
8. Anggaran belanja pemerintah pusat;
b. Anggaran belanja untuk daerah.

Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a  ditetapkan  sebesar
Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam
triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima
juta rupiah). et

Anggaran belanja untuk daerah sebageimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
Rp131.549.054.661.000,00 (ceiatus tiga pulubk satu triliun
lima ralus empat puluh szmEilan miliar lima peluh empat juta

enam ratus enam pulud satu ribu rupiah).

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
sebesar Rpi97.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar

tiga ratus sembilan jula enam ratus enam puluh satu ribu
rupiah).

Pasal 6 =~

Anggaran belanja pemeriniah pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huref a dikelompokkan atas:

a, Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian
anggaran;

b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi;

¢. Belanja pererintah pusat menurut jenis belanja.

Belanja pemerintah  pusat menurut organisasi/bagian
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa

ditetapkan ...
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ditetapkan scbesar Rp266.220.25 5.000.000,00 (dua ratus
enam putuh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus
lima puliah lira juta rupiah).

Bclanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan scbesar
Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam
triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima
juta rupiah).

Belanja pemerintah pusat menurut juatis belanja scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurut ¢ ditetapkan sebesar
Rp266.220.255.000.000,00 \w.a ratus enam puluh enam
triliun dua ratus dug ptivh miliar dua ratus lima puluh lima
juta rupiah).

Yasal 7

Anggarar belanja pereriniah pusal menurut jenis belanja
sebagainane dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ ferdin
dari:

Belanja pegawai;

T M

Belanja barang;

Belanja modal,
Pembayaran bunga utang;
Subsidi;

Belanja hibah;

Bantuan sosial; =~

S ™om oS N

Belanja lain-lain.

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran
2005 menurut organisasi/bagian anggaran dan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menurut fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan
menurut jenis belanje scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Taonl @
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Pasal &

(1) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit

organisasi/bagian anggaran dan menurut kegiatan dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pernerintah.

Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja
pemerintah pusat sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja
pemerintah pusat sebagaimara o.maksud pada ayat (2) berupa
pergeseran anggaran belamc antarunit organisasi dalam satu

bagian anggaran dan/a’a. antarkegiatan dalam satu program
ditetapkan oleh Pemer.zitah,

Pasal 9

Anggaran velanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a, Dana perimbangan;

b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana perimbangan s¢bagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 2 ditetapkan sebesar Rp124.306.511.996.000,00
(seratus dua puluh empat triliun tiga ratus enam miliar fima

ratus sebelas juta sembilaw ratus sembilan puluh enam ribu
tupiah}.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
Rp7.242.542.665.000,00 {tujuh triliun dua ratus empat puluh

dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam
puluk lima ribu rupiah),

Pasal 10 ..
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Pasal 10

%&;

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a, Dana bagi hasil,

b. Dana alokasi umum,;

¢. Dana alokasi khusus.

Dana bagi hasil schagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a
ditetapkan sebesar Rp31.217.791,926.000.00 (tiga puluh satu
triliun dua ratus tujuh belas miliar tajub rais sembilan puluh
satu juta sembilan ratus sembilan priulk enam ribu rupiah).

Danz alokasi umum sebaga‘wavs dimaksud pada ayal (1)
huruf b ditctapkan sebe.sar  Rp88.765.600.000.000,00
(delapan puluh delapan inifun tujuh ratus enam puluh lima
miliar enam ratus juta ~upiah).

Dana alckasi kivsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetapkan sebesar Rp4.323.120.000.000,00 {empal
triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta
rupiah).

Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1929 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Pasal i1

Dana otonomi khusus dan  penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kuruf b terdiri dari;

4. Dana otonomi khusus;

b. Dana penyesuaian.

Cana otonomi kihusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan sebesar Rpl.7735.262.665.000,00 (satu

triliumn ..,
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triliun tujuh ratus twjuh puluh lima miliar dua ratus enam
puluh dua juta enam ratus enam pulih lima ribu rupiah).

Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b ditetapkan sebesar Rp5.467.280.000.000,00 (lima triliun
empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh
juta rupiah).

Pasal 12

Dengan jumlah Angzaran Pendapatan Mepara dan Hibah
Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp380.077.130.9238.000,00
{tiga ratus delapan puluh triliun tign catus tujuh puluh tujuh
miliar seratiis tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu rupiah}, sebazamana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5), yang berarii lowik kecil dari jumlah Anggaran Belanja
Negara sebesar Ku397.769.309.661.000,00 (tiga ratus
sembilan puluh wiuh triliun tyjuh ratus enam puluh sembilan
miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu
ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4],
sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 tferdapat Defisit
Angzaran sebesar Rp17.322.178,733.000,00 (tujuh belas
triliun figa ratus sembflar puluh dua miliar seratus tujuh
puluh delapan juta tujuh rafus tiga puluh tiga ribu rupiah),
vang akan dibiayai dari pembiayaan angzaran.

Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggzaran 2005
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-
sumber:

a. Pembiayasn dalam negeri sebesar
Rp37.585.752.733.000,00 {tiga puluh tujuh triliun lima
ratus delapan putuh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua
juiz tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiahl);

b. Pembiayaan ...
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b. Pembiayaan luar negeri bersih  sebesar negatif
Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun  seratus
sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat
juta rupiah).

Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahtn Anggaran 2003
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantummkan dalam

penjelasan ayat ini.

Pasal 13

Pada pertengahan Tahtn Anggaizi 2005, Pemerintah
menyusun Laporan tentang Resusasi Semester Pertama dan
Prognosis Semester Kedua Peiagsanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tabun ‘nggaran 2003,

Laporan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Dewan ¥orwakilan Rakyat paling lambat pada akhir
bulan Juli 2005, untuk dibahas bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah,

Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Anggaran Fendapatan dan Belarja
Negara Tzhun Anggaran 2005 dan/atau disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggkaifgn Tahun Anggaran 2005.

Pasal 14

Sisa kredit anggaran program pada belanja pemeriniah pusat
Tahun Angzaran 2005 yang masih diperlukan unfuk
penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2006
menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2006.

(2) Pernindahan ...
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(2) Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada
belanja pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-
program yang ditetapkart-tlengan Peraturan Pemerintah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat pada akhir triwulan | Tahun Anggaran 2006.

Pasal 15

Dalam hat terdapat sisa lebih perivayaan anggaran Tahun
Anggaran 2005 ditampung pad: wembiayaan perbankan dalam
negeri dan dapat digunakan s-lsgai dana talangan pelaksanaan

anggaran pendapatan dan ‘clanja negara tahun-tahun anggaran
berikatnya,

Pasal 16

(1) Penyesuaian Anggaran Pernclapatan dan Belanja Negara Tahun
Angzaran 2005 dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyal dengan
Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan
atas Angzaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2005, apabila terjadi:

a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsl yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;

b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan
antarjenis belanja;,

o d. Keadaan ...
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d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 20085.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang

- Perubahan atas Anggara¥t Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2005 berdasarkan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Mahun Anggaran 2005
berakhir,

Pasal 17

Setelah Tahun Anggzaran 2005  berakhir, Pemerintzh
menyusun Pertangzungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan det. Lelanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa
Laporan Keusngan.,

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang

- Pertanggungjawaban afas Pelaksansan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Nezara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 8 {delapan) bulan
setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-lIndang ini mulai berlaku pada tanggal 1 jJanuari 2005,

Agar ...
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Agar sctiap orang niengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannyaBalam Lembaran Negara

Republik Indonesia,
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Okiober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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